
BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
NOMOR 2 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 
( 1 )  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1991  Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3452); 

3 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 ) ; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856 ) ;  

9 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 



12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) ;  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 9 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 2 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793 ) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177 ) ;  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 1 1 9 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ;  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ) ;  



20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

2 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesa Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2021 tentang Badan Usaha 
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623 ) ;  

23 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018  ten tang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178 ) ;  

26.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

27 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ) ;  



28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881) ;  

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 63); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016  

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 ten tang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 868); 

35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis 

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1891 ) ;  

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213 ) ;  

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4  Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 

Ka bu paten / Kota; 



38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2 1  Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub 

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi 

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 158); 

39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 68); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

4 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;  

42. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 

43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah. 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 

Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak Daerah Kabupaten Lampung 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 

Tahun 2 0 1 1  Nomor 1 ) ;  

45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 

Nomor 3 ) , sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 3 , 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 422 ) ;  

46 . Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 

Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

423); 



4 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 
Tahun 2012 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 
2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Barat Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Nomor 442); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) ,  sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten 

Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 
14); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 1  

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 1 1 ) ;  

50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 

3); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

dan 

BUPATI LAMPUNG BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

( 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 
memuat: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. laporan operasional; 
d. laporan perubahan ekuitas; 
e. neraca; 
f. laporan arus kas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 



(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilampiri dengan 
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ 
perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Rp. l.024.279.168.592,28 
(Rp. 909.260.163.636,05)  
(Rp. 172.329.831.900,00) 
(Rp. 57.310.826.943,77)  

dalam Pasal 1 ayat ( 1) 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
(Rp. 

1 0 5 .4 8 5 . 1 6 7 . 1 3 3 , 8 1  
48.174.340.190,04 

1 1 4 . 9 5 1. 1 7 6 . 8 5 8 , 8 1  
9.466.009.725,00) 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut: 
a. pendapatan - LRA 
b. belanja 
c. transfer 
d. surplus/ (defisit) - LRA (a-b-c) 
e. pembiayaan 
f. penerimaan pembiayaan 
g. pengeluaran pembiayaan 
h. pembiayaan netto (f-g) 
i. sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (d+h) 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut: 
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rpl0.978.932.933,72 dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. l.035.258.101.526,00 
2 .  realisasi Rp. l.024.279.168.592,28 

selisih lebih/(kurang) (1-2) Rp. 10.978.932.933 ,72 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja 
dengan rincian sebagai berikut :  
1 .  anggaran belanja setelah perubahan 
2.  Realisasi 

selisih le bih / (kurang) (1-2)  

sejumlah Rp58.025.251.952 ,95 

Rp. 967.285.415.589 ,00 
Rp. 909.260.163.636,05 
Rp. 58.025.251.952,95 

sejumlah Rp420 .225.300 ,00 c. selisih anggaran dengan realisasi transfer 
dengan rincian sebagai berikut : 
1 .  anggaran belanja setelah perubahan 
2 .  Realisasi 

selisih le bih / (kurang) (1-2) 

Rp. 
(Rp. 
Rp. 

172. 750 .057 .200,00 
172.329.831.900,00 )  

420.225 .300 ,00 

sejumlah d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit 
Rp47.466.544 .319 ,23 dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 104 .777 .371.263 ,00 )  
2 .  Realisasi (RD. 57.310.826.943, 

selisih lebih/(kurang) (1-2) Rp. 47.466.544.319 ,23 
--=----------- 

620.648.250 ,  19 
l 14 .951.176.858 ,81 

Rp. 
Rp. 

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp620 .648 .250 ,  19 dengan rincian sebagai berikut : 
1. anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 1 1 5 . 5 7 1. 8 2 5 .1 0 9 ,0 0  

setelah perubahan 
2.  realisasi 

selisih le bih / (kurang) (1-2) 

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rpl.328.444.121,00 dengan rincian sebagai berikut :  
1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 10.794.453 .846 ,00 

setelah perubahan 
2.  realisasi 

selisih le bih / (kurang) (1-2)  
Rp. 
Rp. 

9.466.009.725,00 
1 . 3 2 8 .4 4 4 . 1 2 1 ,0 0  



neto sejumlah 

104. 777 .371.263,00 

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan 
(Rp707.795.870,81) dengan rincian sebagai berikut: 
1 .  anggaran pembiayaan neto setelah Rp. 

perubahan 
2. realisasi Rp. 105.485.167 . 133 ,81  

----------- 

s el is i h lebih/(kurang) (1-2)  (Rp. 707.795.870,81) 
-=---------..:,.__-'- 

Pasal 4 

56.959.356.108,81 
56.959.356.108,81 

0,00 
0,00 

48.174.340.190,04 

48.174.340.190,04 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat (1 )  huruf b Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut : 

a. saldo anggaran lebih awal Rp. 
b. penggunaan saldo anggaran lebih Rp. 
c. sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran 

tahun berjalan 
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun 

sebelumnya 
e. lain - lain 
f. saldo anggaran le bih akhir 

Pasal 5 

907.252.649.007,37 
920.019 .690.506,81)  

538.326.263,00) 
4.545.745.422,00) 

17 .851 . 113 .184,44)  

Rp. 
(Rp. 
(Rp. 
(Rp. 
(Rp. 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
per 3 1  Desember 2022 sebagai berikut : 
a. pendapatan-LO dari kegiatan operasional 
b. beban dari kegiatan operasional 
c. surplus/ defisit dari kegiatan non operasional 
d. pos luar biasa; dan 
e. surplus/ (defisit) - LO 

1 ayat (1 )  huruf c 

Pasal 6 

Rp. 0,00 

Rp. 153.491.968.983,00 

Rp. 19 ,788108.138,00 

Rp. 2.766.774.873.857,60 

Rp. 2 .611.345.909.921 ,04 

(Rp. 17 .851.113 . 184 ,44)  

7. ekuitas akhir 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1 )  
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 3 1  Desember 2022 
sebagai berikut :  

1. ekuitas awal 

2. surplus/ defisit - LO 

3. dampak kumulatif perubahan 

kebijakan/kesalahan mendasar: 

4. koreksi nilai persediaan 

5 . selisih revaluasi aset tetap 

6. lain-lain 

Neraca sebagaimana dimaksud 
Desember 2022 sebagai berikut : 
a. jumlah aset 
b. jumlah kewajiban 
c. jumlah ekuitas 

Pasal 7 

dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf e per 3 1  

Rp. 2.843.148.274.683,41 
Rp. 76.373.400.825 ,81 
Rp. 2.766.774.873.857,60 



Pasal 8 

Laporan arus kas sebagaimana climaksud dalam Pasal 1 ayat (1 )  huruf f untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan per 3 1  Desember 2022 sebagai berikut : 

a. saldo kas 1 Januari 2022 Rp. 57.344.944.695,65 

b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 133.427.894.587,23 

c. arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 192.738.721.531,00) 

d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 50.525.811.025,00 

e. arus kas dari aktivitas transitoris (Rp. 253.126.991.03)  

f. saldo kas akhir per tanggal 3 1  Desember 2022 Rp. 48.306.801.785,85 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) 
huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos­ 
pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari: 

a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: 

Lampiran I. 1  Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan 

Pemerin tahan daerah dan organisasi; 

Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang cliklasifikasi menurut kelompok 

dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

Lampiran I.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan 

dan sub kegiatan; 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional; 

Laporan Perubahan Ekuitas; 

Neraca; 

Laporan Arus Kas; 

Catatan atas Laporan Keuangan; 

Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana 

bergulir; 

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 

Daftar rekapitulasi aset tetap; 

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 

Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

Daftar dana cadangan daerah; 

Daftar kewajiban jangka pendek; 

Daftar kewajiban jangka panjang; 

b. Lampiran II 

C. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

1. Lampiran IX 

1 .  Lampiran X 

k. Lampiran XI 

1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

n. Lampiran XIV 

0. Lampiran XV 

p. Lampiran XVI 

q. Lampiran XVII 

r. Lampiran XVIII 
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s. Lampiran XIX 

t. Lampiran XX 

Lampiran XX . 1  

Lampiran XX.2 

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai 

akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya; 

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: 

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah; 

Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 1 1  

Bupati menetapkan Peraturan Bupati ten tang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Barat. 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 26 Juli 2023 

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT, 

ttd. 

NUKMAN 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

SARJ K 
NIP. 19761020 00501 1 008 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2 

NOMOR REGISTERASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG : 01/  1405/LB/2023 


